
  

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan 

pada bab – bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Psikotropika yang dilaksanakan 

oleh Kejaksaan Negeri Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan 

yang dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang No. 5 tahun 1997. 

Hal ini berdasarkan hasil penelitian  penulis, yang menemukan adanya 

penyimpangan  sebagai berikut : 

a. Jangka waktu pemusnahan 

Di dalam ketentuan undang – undang di atur mengenai jangka waktu 

pemusnahan adalah paling lambat 7 hari setelah mendapat kekuatan 

hukum tetap. Namun dalam praktek pemusnahan tersebut dilakukan 

secara gabungan, artinya menunggu hasil penyitaan lain yang belum in 

cracht ditambah benda – benda lain yang akan dimusnahkan. 

b. Kesulitan dalam mengundang pejabat dari instansi dengan tempat 

terungkapnya tindak pidana tersebut dalam hal ini untuk berkoordinasi 

mengenai pemusnahan barang sitaan antara pihak Kejaksaan dengan 
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Kepala Rupbasan selaku pihak yang berwenang untuk menangani 

barang sitaan. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika 

dalam penyimpanan barang sitaan di Ruang Penyimpanan Barang Sitaan 

di Kejaksaan Negeri Sleman selaku pelaksana pemusnahan barang sitaan 

selama belum ada putusan untuk dilakukannya pemusnahan 

mengakibatkan menumpuknya barang sitaan tersebut. Hal ini 

mengakibatkan penuhnya ruang penyimpanan tersebut. 

 

B. Saran  

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tentang pelaksanaan putusan 

pengadilan, hendaknya pemusnahan barang sitaan psikotropika yang 

dilakukan oleh penyidik selain meminta izin kepada pengadilan juga 

dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum 

dan Kepala RUPBASAN selaku pihak yang berwenang untuk menangani 

barang sitaan, khususnya yang bersifat terlarang untuk dimusnahkan. 

2. Untuk menanggulangi adanya penumpukan barang sitaan yang disimpan 

di Kejaksaan Negeri Sleman, masalah penyimpanan benda sitaan merujuk 

kepada ketentuan Pasal 44 KUHAP dan PP No. 77 / 1983. Dari ketentuan 

perundang – undangan ini ada beberapa prinsip hukum yang perlu 

 

 



  

diperhatikan, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHAP : benda sitaan disimpan 

dalam Rupbasan (Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara). 

Memang prinsip ini “ditentukan” oleh Penjelasan Pasal 44 ayat (1) itu 

sendiri, berupa aturan : selama belum ada Rupbasan di tempat yang 

bersangkutan, penyimpanan dapat dilakukan : 

a. di kantor Polri, 

b. di kantor Kajari, 

c. di kantor Pengadilan Negeri (PN), 

d. di gedung Bank Pemerintah, dan 

e. dalam keadaan memaksa dapat disimpan 

i) di tempat penyimpanan lain, atau 

ii)  tetap di tempat semula benda itu disita. 
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